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1.1 Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, 

jasa manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat 

terjadinya pemberian palayanan publik tersebut. Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik maka 

organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan 

dengan pelayanan publik. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur didalam lembaga 

tersebut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima 

mengandung pengertian adalah salah satu uasaha yang dilakukan pemerintah untuk 

melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan 

kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan, serta keinginan masyarakat. Sebagi makhluk 

hidup, manusia kadang mendapatkan cobaan suatu penyakit, dengan demikian 

membutuhkan suatu pengobatan atas penyakit yang diderita. Untuk penyembuhuan 

penyakit tersebut salah satu cara dengan berikhtiar berobat ke rumah sakit ataupun 

puskesmas atau klinik terdekat. Dengan demikian pasien yang sakit membutuhkan 

pengobatan terhadap pihak rumah sakit, klinik ataupun puskesmas. Hal itulah membuat 

proses terjadinya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Menurut 

Sinambela (2006:5) pengertian pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

1 



2 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 pasal 

 

7 Tahun 2003, “Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pelayanan publik sendiri 

ada dua kategori yaitu pelayanan berupa barang dan jasa (Fisik) dan pelayanan 

administratif. Dalam konteks ini pelayanan yang dimaksud ialah pelayanan administratif 

dimana kategori ini ialah bentuk pelayanan publik. Sementara itu di Indonesia berdasarkan 

UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (pasal 14-19), ada tiga pihak yang terlibat 

dalam pemberian pelayanan publik, yaitu ada “penyelenggara pelayanan publik”, dan ada 

“pelaksana”, yaitu orang-orang mulai dari pejabat sampai tingkat bawah yang ada dalam 

organisasi penyelenggara, dan ada masyarakat penerima manfaat pelayanan. 

Pelayanan publik yang baik dalam pemerintahan harus memiliki kualitas yang 

harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi kesenjangan 

peran antara organisasi pusat dan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. 

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Maka pemerintah menempatkan jumlah 

dan kualitas staf harus sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik 

sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat 

mendekatkan birokrasi dengan masyarakat. Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat 

menjadi yang utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Standard pelayanan adalah ukuran yang 

telah ditetapkan suatu pembakuan pelayanan yang baik.Biasanya menggambarkan 

karakteristik langsung dari suatu produk yakni kinerja, keandalan, mudah dalam 

penggunaan, dan estetika. Selain itu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan (Arief 2007:117). 
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Pelayanan yang berkualitas identik dengan pelayanan yang dilakukan secara prima. 

Pelayanan prima adalah pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan dan memuaskan 

pelanggan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan tersebut antara lain kesederhanaan, 

kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana 

prasarana, kemudian akses, kedisiplinan kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Dari 

ulasan diatas salah satu kebutuhan yang juga berpengaruh adalah kebutuhan administrasi 

mengenai pembuatan surat rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan yang telah diatur oleh 

pemerintah Negara Indonesia. Dalam hal ini pemberian pelayanan publik diselenggarakan 

oleh Kementerian Kesehatan khususnya di Puskesmas / Klinik. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang- 

undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintah yang baik yang merupakan 

efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Negara berkewajiban melayani setiap 

warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka 

pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan 

harapan dan tuntutan seluruh warga dan penduduk tentang peningkatan pelayanan 

publik.Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan 

penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.Sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi 

perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di 
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dalam penyelenggaraan pelayanan publikdiperlukan pengaturan hukum yang 

mendukungnya. 

Lingkup kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan 

kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang 

memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan 

persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang dengan bertindak 

secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan 

pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain. 

Menurut Larry Green pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang 

dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi 

kesehatan. 

Undang-Undang 38 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan 

adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap 

orang berhak atas kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan mayarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisapatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya 

manusia Indonesia. Serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan 

Nasional. Setiap hal yang menjadikan penyebab gangguan kesehatan pada masyarakat 

Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. 
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Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti 

pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan 

tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Negara Indonesia adalah kesehatan, 

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan 

semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat 

miskin. Untuk itu, diperlukan penyelenggaraan kesehatan yang terkendali dalam segi biaya 

dan mutu. Derajat kesehatan masyarakat miskin masih sangatlah rendah di Indonesia. 

Kondisi ini diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang 

dipengaruhi oleh faktor kemampuan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, bahwa kesehatan 

yang meningkat dari waktu ke waktu menjadikan warga miskin semakin jauh dalam hal 

pencapaian pelayanan kesehatan. Krisis moneter yang terjadi selama ini telah 

melumpuhkan kemampuan masyarakat, sehingga meningkatkan jumlah keluarga miskin 

(gakin)/keluarga pra-sejahtera. Yang lebih menyakitkan lagi adalah krisis tersebut diikuti 

krisis ekonomi yang berdampak sangat besar terhadap sektor kesehatan di rumah-rumah 

sakit di Indonesia. 

Terpuruknya nilai rupiah membuat kenaikan berbagai harga obat dan alat-alat 

kesehatan lainnya, sehingga biaya kesehatan pun semakin tinggi, yang pada akhirnya sulit 

dijangkau oleh masyarakat yang tidak mampu/keluarga miskin (gakin). Dengan demikian 

pemerintah membuat kebijakan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa 

sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan 

kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian 

dibentuknya Badan Penyelenggara Jamininan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Yang 

mana pada 1 Januari 2014 dioperasikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
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Kesehatan tersebut. BPJS Kesehatan ini bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. 

Dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mempunyai sistem layanan 

kesehatan dengan tiga (3) tingkatan : 

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes I) 

 

Tempat pelayanan kesehatan pertama yang didatangi pasien BPJS yang 

ingin berobat, seperti puskesmas, klinik atau dokter umum. Disebut juga faskes 

primer. 

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua (Faskes II) 

 

Tempat pelayanan kesehatan lanjutan setelah mendapat rujukan dari Faskes 

l yang spesialistis yang dilakukan dokter spesialis. 

3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) 

 

Tempat pelayanan kesehatan lanjutan terakhir kalau Faskes II tidak sanggup 

menangani, seperti klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah 

sakit khusus. 

Dari ketiga sistem layanan tersebut di butuhkannya surat rujukan apabila pasien 

BPJS Kesehatan membutuhkan fasilitas pelayanan yang lebih seperti obat-obatan atau alat 

kesehatan lainnya. Tujuan diberlakukannya sistem rujukan untuk mempermudah pasien 

dalam menerima pelayanan kesehatan yang lebih yaitu membutuhkan spesialistik atau 

dokter spesialis dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Pembagian Fasilitas 

Kesehatan tersebut memiliki tujuan agar pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 

berjenjang. Dalam prakteknya, pelayanan Fasilitas Kesehatan II hanya akan diberikan atas 

dasar rujukan yang diberikan Fasilitas Kesehatan I. Begitu juga untuk layanan Fasilitas 
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Kesehatan Tingkat Lanjutan(FKRTL), baru akan diberikan atas dasar rujukan dari Fasilitas 

Kesehatan II. Dalam hal ini sistem rujukan bertujuan untuk memudahkan pemberian 

layanan kepada masyarakat pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 

Kesehatan). Dari uraian di atas maka kepada masyarakat atau pasien Badan Penyelenggara 

Jsminan Sosial Kesehatan atau (BPJS Kesehatan) telah melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (Faskes I) dan membutuhkan perawatan yang lebih yang mana hal itu tidak bisa di 

tangani oleh Fasilitas Kesehatan Pertama (Faskes I) oleh Puskesmas, Klinik atau Dokter 

Umum dan harus mendapatkan Fasilitas Kesehatan Tingkan Kedua (Faskes II) maka 

dibutuhkannya surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( Faskes I) 

Puskesmas, Klinik atau Dokter Umum. Maka dalam hal ini Pasien Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) membutuhkan pelayan publik dalam 

pembuatan surat rujukan. 

Pelaksanaan rujukan oleh pasien BPJS merupakan suatu hal yang penting dan harus 

dilakukan. Karena sistem rujukan BPJS merupakan proses yang wajib diikuti semua 

peserta BPJS sehingga mau tidak mau setiap peserta harus ikut prosedur yang telah 

ditetapkan BPJS Kesehatan.Sistem pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan menggunakan 

sistem berjenjang, artinya pengobatan harus dimulai dari Faskes Tingkat 1 ( Puskesmas, 

Poliklinik, Dokter gigi dan Praktik Dokter), kemudian jika Faskes Tingkat 1 tidak bisa 

ditangani maka pasien akan mendapatkan rujukan ke Faskes Tingkat selanjutnya (Rumah 

Sakit Daerah), begitu seterusnya. Sementara untuk pasien BPJS yang berada dalam kondisi 

gawat darurat, atau kondisi yang kemungkinan dapat mengancam jiwanya, maka peserta 

dapat langsung datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit tanpa harus terlebih 

dahulu mengunjungi Faskes Tingkat 1. Untuk pasien non gawat darurat yang berobat di 

Faskes Tingkat 1, Puskesmas atau Poliklinik, ketika fasien dirujuk, maka pada umumnya 

pasien akan diberi lembar surat rujukan yang berisi data pasien, nama rumah sakit dan juga 
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poli rumah sakit dimana pasien harus melakukan pengobatan. Berdasarkan peraturan BPJS 

yang berlaku, pasien BPJS baik pasien kronis maupun pasien rawat jalan biasa, tidak 

diizinkan untuk meminta surat rujukan secara langsung dari dokter faskes tingkat satu 

tanpa melalui pemeriksaan medis. Karena jika surat rujukan dari faskes tingkat satu 

diterbitkan atas permintaan pasien sendiri dan bukan atas indikasi medis, umumnya dokter 

akan memberikan tanda APS (Atas Permintaan Sendiri) di surat rujukan yang diterbitkan, 

itu artinya pasien akan diperlakukan sebagai pasien umumyang tidak dijamin oleh BPJS, 

maka pasien harus membayar sendiri biaya pengobatan di rumah sakit tersebut. 

Syarat untuk mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas/Poliklinik ada 3: 

 

1. Tes Indikasi Medis 

 

2. KTP 

 

3. Kartu KIS/BPJS 

 

Dari ulasan di atas salah satu kebutuhan yang juga berpengaruh adalah kebutuhan 

administratif mengenai surat rujukan untuk pasien BPJS yang ingin di rujuk atau butuh 

fasilitas kesehatan atau penanganan yang lebih. Dalam hal ini pelayanan publik 

diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). 

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) merupakan tulang punggung 

penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah 

kerjanya.Berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat 

kesehatan yang optimal. Untuk melaksakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan 

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan Tingkat pertama. 

dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan 

agar menghasilkan kinerja Puskesman yang efektif dan efisien. Sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 
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Manajemen Puskesmas. Salah satu dari tugas pokok yang dimiliki oleh Pusat Kesehatan 

Masyarakat adalah dalam upaya pengobatan yaitu melakukan upaya rujukan bila 

dipandang perlu, rujukan tersebut dapat berupa rujukan diagnosis, rujukan 

pengobatan/rehabilitasi dan rujukan lainnya. 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan 

kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana 

teknis dinas Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes,2011). 

Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai 

pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang 

kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan 

kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat 

yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Azrul Azwar,1996). 

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima terjangkau 

oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat 

dipikul oleh pemerintah dan msyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang 

optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes, 2009). 

Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan 

kedudukan Puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di 

Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, maka Puskesmas 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran. 
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Berdasarkan data yang diambil dari Puskesmas Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

sumber data : Puskesmas Muara Kuang 

 
Peran pemerintah melalui pelayanan publik dalam konteks pembuatan surat rujukan 

sudah ditetapkan oleh undang-undang dan juga sama halnya seperti instansi yang lain. 

Puskesmas sebagai pemberi layanan juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada masyarakat namun dalam pelaksanaannya masyarakat masih banyak 

mengeluhkan pelayanan yang diberikan yang ada di Puskesmas tersebut terutama pada 

pengurusan pembuatan surat rujukan Masih banyak masyarakat yang masih merasa bahwa 
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pelayanan yang diberikan belum memuaskan atau masih di bawah standar pelayanan. 

Kurangnya sosialisai tentang cara pengurusan surat rujukan, dan juga kurangnya sosialisai 

penggunaan surat rujukan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu dan memilih 

berobat langsung ke Faskes ke II dan Faskes ke III tidak melalui Fasket petama terlebih 

dahulu sehingga mendapatkan surat rujukan untuk pengobatan lebih lanjut. Masyarakat 

kurang memahami terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012. Sistem 

rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi 

kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini akan membahas: 

Bagaimana kualitas pelayanan pembuatan surat rujukan pasien BPJS kesehatan di Pusat 

Kesehatan Masyarakat Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitan pelayanan pembuatan surat 

rujukan pasien BPJS di Puskesmas Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan 

untuk Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 

Manfaat teoritis, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui bagaimana 

Kualitas Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 
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